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PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 21 TAHUN 2001

TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA"ALA

~

BUPATI ACEH SINGKIL.

Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf ¢ Undan Undang Nomor
18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
merypakan jenis Pajak Daerah Tingkat II.

Bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana huruf a perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang Undang Nomor : 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonomi Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Aceh Singkil.

Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1974  tentang Pokok —
pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor : 38,

Undang Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839 ).

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 72. Tambahan Lembaran
Negara Nomor : 3848 )

Undang Undang Nomor : 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor : 40. Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3484 ).

Undang Undang Nomor : 19 Tahun 1977 tentang Penagihan pajak
dengan surat paksa ( Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor : 42,
Tambahan Lembaran Negara\Nomor :3683).

Keputusan Menteri Dalan Ne};eri Nomor : 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan dacrah Perubahan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah
Kabupaten Aceh Singkil
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Menetapkan

MEMUTUSEAHM

- PERATURAN DAERAH ABUPATEN ACEH SINGEIL TENTANG

TAJAE PONCAMBILAN  DAN PENGOLAN DBAHAN  GALIAN
GOLONGAN .

BAR |
EFETENTITAN UMM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimatznd dengon

4 Daerah ardalah Eabupaten Aceh singkl;

L. Pemerintah Daerah adalah Fabupaten Aceh Siigkil.
“epala Daoerah adalah Bupati Aceh Singkil:

d Dinas Pendapatan  Dacrah adalah  Dinas Pendapatan Daerah
Fabupaten Aceh Singlil:

¢, Pajak Pengambilan dan Pengolahau Bahan Galian Golongan C yang
sclanjutnya disebut Pajak adalah punggutan Daerah atas Pengambilan
dutn Pengolahan Buban Galian Golougan C;

f Dalan Galisa Golougan C adalali Dahan Galian Golougan €
sebagaimana yong di waksnd dalam peraturan penindang — undangan

yang berlakiy

Tksploitasi Dalian Galian Golongan € adalalt pengambilan Bahan
Galian Golonean C dari sumber alam di dalam atan di permukaan
bumi wntik i maniaatkan:

[y (a

. Surat Pemberitabuan Pajak Daeral yang selanjutnya di singkat SPTD
adalah surat yang di gumakan nleh wajib Pajak unfuk melaporkan
perhitingan  dan  penbayaran Pajak terutang  mepurut  peraturan
perundang Undangan perpajakan Dasrall,

i Swurat Storan Pajak Daerah yaug selanjntnya disingkat SSPD, arlalah
surat vang dicanakan oleh wajib Fajak uank melakulan pembayaran
alau penyetorzn Pajak terutang ke Was Dactzh atau ke tempat lain
yang di tetapkan oleh Fepala Daeraly

i, Surat Heletupan Pajuk Duerah, yang selanjutnya disingkat SEPD
adalah Surat Keputusan yabg menentukan besarnya jumlah Pajak yang
ferutang,

L Sural Kelelapan Pajak Daerah Kuang Bayar yang selanjutuya di
singkat SKPDEB adalah Swat Feputusan yang menentukan besarnya
jumlah Pajak yang tenitang, jumiah kredit Pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok Pajalz, besarnya sanksi administrasi dan jumlah
yang masih harus di bayar;

i Smat Fetetapan Pajak  Daerah Kurang Bayar ‘['ambahan yang
selanjumva di singkat SKPDEBT, adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas junlah Pajak yang telah di tetapkan;

mL Surat Ketetapan Pajak  Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya di
singkai SEPDLDB, adalal Surul Kepulusan yang menenlukan jurnlah
kelebihan pembayaran Pajak karcna jumlah kredit Pajak lebih besar
dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang; '

o Sucat IKetelapan Pajuk Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat

e e ot Daoialr vano



terutang sama besairnya dengan jumlah lredit Fajak, atan Pajak fidak
terutang, dan tidak ada kredit Pajsk;

v. Suat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan Pajak atan sankst administrasi berupa
bunga atan deneda.

BAB Ul
WAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pagal 2

(11.Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolashan Bahan Galian
Golongan C dipungul Pajak atas kegiatan eksploitasi Bahan Galian
Golongan C.

(2). Objek Pajak adalah kegiatan eksploitusi Buliun Galian Golongan C.

(3).Bahan Galian Golengan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi ;

i Asbes;

b. Batn tulis;

¢ Batu setengah permats;
d. Batu kapur;

g. Dalu apung;

f.  Batu permata;

¢ Bentont;

h.  Dolomit;

1. Feldspar;

j. Garam baty ( bolie );
k. Grafit;

I, Gianit;

m. Gips;

n. Kalsit:

o. Kaolin;

. Leusit,

q. Magnesit;

r. Mika;

8. Marmer;

t. Nitrat;

. Opsiden;

v. Oker;

w. Pasir dan kerikil;
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Pasir Ewarsa;
Perht;
Phospat;

Talk:

. Tanah serap;

. Tanah diatome;
. Tanah hat;

. Tawas;

. Tras;

. Yarosif;

. Zeolit;



Paaal 3

(1).5ubjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meneksploitasi
atay mengumbil Bahan Galian Golongan C.

(2). Wayib Pajak adalah orang atau Badan yang menyelenggarakan
tengeksploitasi Bahan Galian Golongan C.

BAB I
DASAR PENGENAAN DA TARIT PAJAK
Pasal A

(1).Dasar pengenaan I'ajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Bahan
Galian Golongan C

(2).Nilai jual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
menganalisa volume/tonase hasil ekploitasi dengan nilai pasar atau
bunga masing — masing jenis bahan galian golongan C.

(3).Nilai pasar sebagaimana vang di maksud pada ayat (2) pada masing —
masing Bahan Galian Golongan C di tetapkan secara periodic oleh
Eepala Daernh seeunt harga rata - rata yang berlalu di lokasi
setempat.

{4).Harga Standard scbagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan oleh
instansi yang berwenang dalam bidang penambangan Bahan Galian
Goongan .

Pagal 3

Besarnya tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % ( doa puluh persen ).

BAB 1V
WILAY AH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAE
Pasal ¢

(1).Pajak yang terutang dipungut diwilayal Daeral.
(2).Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif

Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB V
MASA PAJAE,, SAAT PAJAK. TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAI. DAERAH
Pasal 7

Masa pajak adalal jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

T’asal §

Pajaic terutang dalam masa. Pajak terjadi pada saat kegiatan ekploitasi
Baian Galian Golongan .



Pasal 9
(1).5et1iap waiib Pajak wajib mengis1 SPTPD.

(2).SPTPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan
Ielas benar dan fengkap serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau
kuasanya.

(3).SPTPD sebagasimsna dimaksnd pada ayat (1) harus disampaikan
kepada Kepala Daerah selambat — lambamya 15 ( lima belas ) hari
setelah berakhiraya masa Pajak.

(4). Bentuk, 151 dan tata cara pengisian SP'IPD ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pazal 10

(1).Berdazarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal § ayat (1),
Fepala Daerah imeunetapkan pajak teratang dengan menerbitkan
SEPD.

(2). Apabilu SEPD sebugaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atuu kurang
di bayar setelah lewat waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak
SKPD di terima, di kenakan sanksi administragi berupa bunga sebesar

L

2 % ( dua Persen ) sebulan dan di tagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

(1).Waib pajak yang membayar senditi SPTPD sebagaimana yang di
maksud dalmn pasal 10 ayat (1) di gunakan untuk menghitung,
memperhimngkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

{2).Dalam jangka waktu 5 { lima ) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Eepala Dacrah dapaf inenerbitkan:

a  SKFPDKE.
b. SKPDILDT.
. SEPDN.

{3).SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di terbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atag keterangan lain pajak
terutang fidak atan kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi
berupa butiga sebesur 296 (dua persen ) sebulan dihilung dari pajak
yang kurang atau terlambat di bayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat ) bulan di hitung sejak saat terutangnya
pajak.

b. Apabila SPTPD tidak di sampaikan dalam jangka waldu yong
teiah dihentikan di tegur secara tertuliz, di kenakan senksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan di
hitung dan Pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka
waldu paling lama 24 ( dua putuh empat ) bulan di hitung saat
reiviangya Pagak



2. Apabila Lewsariban di penwhi, Pojak yang
étﬂh‘:‘:nﬁ di himng di kenakan =eankst

admiaistras: berupa keumkan s cbesar 25 % (dua puluh lima persen

yarl pokok Tajak di tambah sasks admmhtr%i berupa bunga
sebaanr 2 %% ( dia persen ) se shulan di hitung dori pajak yang

iauane aian ferimnbat di imvm natitk fangka svaktu paling loma 24
3 buton di hitung sejal saal tetofangiya Pajak:

1} ;}ihﬂn =i

ehueninang dimaksud puda avat (2) hwel b diterbithka
s data bag atan data semwsia vong belum terunglap
webabian  jumlah  Pajak yang remtang, akon dikenakan
administrast berupa kenaikan sebesar 100% (serafus persen}
+iah kekurangan Pajak tersebul

|t
LA

L SEPDN sebaeaimans di masksod padz ayat (2) nnuf ¢ diterbitian
Lq.,t bila jumlnh Pajsk yane teratang sama bessrava deigan juinlal

cdit pajsk stro pajak —pajek fidak terntang dan tdak adea keidit
papaln,

(6} Apubily kewajiban membayar Fredit pajak tendama dalam SEPDED
dan SIPDERT sebagaimans dimaksnd pada ayat (2) It o dan b
sl w;ﬂnnimw. dibavar dalam jungka wui{tu yang telah ditentukan.
ditngill dengan  menerbitkan  STPD  ditambah  depgan  sanksi
aduiiidaiiasi Letujra bunga 2 %6 {dua persen) sebulan.

i'f). Penambahan pumiab pajak vang taniang gebagaumana yang dimaksud

pucls aval (1) tidak dikenduas puda wajib pajak meluporkam sendin
i dli:,i!ml-:;u\ tindakan pemeril=aan.

BAB VI
TATS CARA PEMBAYARA
Pasal 12

(1) Pembavaran pajalc dilakukan di Fas Dasrah atan tempat lain yang di
pinjuk oleh Eepala Dacran sesum wakim yang ditentukan  dalam
SPTPD. SEPD. SKPDEER, SEPDEBT dm STPD .

(7). Apabils pembavwran pajuk i lalukan ditempat lam yang ditunpuk,
hagii penerimaan pajak haras di stor ke Kas Daerah selambat-
tmnbativa 1x24 jain atan dalam waktn yang ditentulkan oleh Hepala
Dagrah

{3} Pembavarsn Pujak sebugaiman di maksud puda ayat (1) Gun ayui (2]

di dakukan dengan mengaunakan SEID

Pasal 13

{1} Pembsyuran Prjak hams dilukukan sekaliens atan unas.

(2} Fepaly Duerah dapat memberikan persetujuan kepada Wanb Pajak

et 4 B bevaarr wviealebss 4 artoariiin oadolab
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Anesuron pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada aval (2),
horme di laimkan secara ferafur dan bertivut — furut dengan di lrenakan
bunga sebesar 2% (<lua persen ) sebulan dari jumlah Pajak yang belum

atau kurang bayar

{4y

e

tzepaia Daerah dapat memberikan persetijuan kepada Wajib Pajak
antuk menundy pembayaran Pajuk sampal batas wukiu yang i
foutulsn sctelah memenubi persyaratan yang di tentukan dengan di
enakan bunga 2% (dua persen sebulan dari  jumlah pajak yang
belwn atan karang bayar.

Famnl
L
o

j.Persyaratan nufuk dapat mengangsor dan memmda pembayaran seria
fuin  cara pembavaran  sngsuran dun pemndaan  sebagaimana i
maksud pada avat (2) dan avat (4). di tetapkan oleh FKepala Daerah.

{(1).Setinp pembayaran Fajak sebagaimana di maksud dalam pasal 14 di
Deri tanda bukti pembayaran dan dicatafat dalam bulku penerunaan.

—
I
i

Bentak. Jenis isi. ubucan tanda bukti pembayacan dan buku Penerima
Pajak sebagaimana dimaksnd pada ayat (1), ditetapkan oleh Fepala
Paerab.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAL

Pazal 13

(1).Sorst Teguran utau Surat Perfugatan  atai curat lain vang ssjenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7
{tujuh) hai sejak saat jalul tempo peinbaya azn.

(2).1alam yangka wakt 7 (fumh) har sefelah tanggal surat feguran atay
sural peringalan alun sural lsin yung sejenis, Wapib pajak haras
melunasi pajak yaag terutang,

fart
N

Surat teguran,  Surat  Peringatan  atau sural fain  yang sejenis
sebagaimana i maksud pada ayat 1 (safu) di kaluarkan oleh pejabat.

Pasal 10

(1) Apabila jumluh Pujuk vang harus magili di bayar tidak di lunasi dalam
jangka wakim sebagaimana di tentukan <dalam surat feguran atan surat
Peringatan atan surat lain yang sejenis, juniah Pajak vang harus di
bayar di tagih dengan surat paksa.

(2).Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puiui
salu ) hari sejsk tanggal sorat teguran atan sural peringatan afan suraf
lain vang sejenis.
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Pazal 17

Apabila Fajak vang harus tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 lam
sesudali tanggal pemberituhumg surat paksa, pejabal segera menerbitkan
sural perinfalr ineslabsanalong pelvitam

Pasal 18

setelaly di labukan peivitaan dan wajibh pajak belum  juza melimasi titang
pajaknva. setelah lewar 1o ha sefak tangeal pelaksanaan surat perintah
welauanakan  penyiiaan, peiabal  wengajukan  pennintam penelapan
fangeal pelelonean lepada bontor lr*iﬂn*Negu 2

g
Pasai 19

Setelal kontor fefans hegara nenstaplan tongsal. jasm. dan fempat
(redafsangin icl.:am?____ j:m.i sif menmber itabokan :ie:rg:‘sn BEgSld segars
teriadis kepada wajib pujub,

Tirer T
[t L

1

=

Beutuk, jenis dan isi unulu yaug dipergunakan untule pelaksanaan
ne "lh'm payak Dazrali di tetapkan oleh Fepala Daerah,

BAR X
PENGURANG, AN, FERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAE
Pusal 21

(Lhilepala Daesrah  berdasarkan perinolionan  Wajib  Pajalk dapyat
sietberikag Pengurangan | keringaaaa daa pembebasan pajak,

{2} i'nts cars p"uix--u M pengiangan. iermganan dan pembebasan pajak
sebagaunana di malsud pada avat 1 (safu), di tetapkan oleh Fepala
Disorah

T:ATY -
EVre s

TATA CARA PEMBETUL, AN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN EETETAPAN - DAN PENGHAPUSAN ATAU

PENGURANGAN 5/ sHLui ADMINISTRAS
Pazal 22

{1).tiepala Daerah karena jabatan atan sias permohonan wajib pajak
dapai:

3. Mewbemlican SEPD atan SEPDER atan SEPDEBP atan STED
vang dalam  penerbitannya terdapat kesalahan tlis. kesalahan
Iaahma,_ alau Rekeliruaan dalam penerapan perafran perundang -
undangon perpajalion Dasral:

b, Membatalkan  atan wenguranekan  ketetepan  pajak vang tidak
e - R
benal

o B
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At Lowalomn

Fareng kesaiahang

eng ebhilatsn wajlb pajsk atan bulkan

Permwohotan peinbetulai |, penibatalan, penguiaigan ketetapan  dan
penchapusan  atan pengurangan sanlst administast atas SEPB,
SEPDER. SEPDEBT. dan STPD scbagaimana dikasud pada avat |
(s} by diswspaikan secwd teriulis oleh wajib pujdk kepada
Zepala Dasrsh atay pejabat celambat — lwnbatuya 30 {tiga puloh Yhari
ceial tangeal diterima SEPD. SEPDEDB. SEPDEBRT. atagu STPD

denomn memberikan alas an vang sejelasnya

ey

et

y Fepaln Daerah atae pejabot paling lama 3 {tiga) bulan gejalc sural

parmolionan sebagaunaig dimakeud pada avat (2) diterima sudah
harus memberikan kepuusan

e

A
(3}

Anahila sefaloh lewat 3 (Hiea) bulan sebagaimana dimalsud pada ayat

epaia Upersh afan pejabat tidnk  memberikan  kepntusan
pormohionan  petbetuia, penibatnian.  penguiangan leintapan  dan
penghepusan  afau  pengurangan sanksi  adminigirast  diansgap

i - FERRT
‘J!g‘li‘i}fﬂ_l e

BAB X1
FEBFRATAN DAN BANDING
Pasal 23
2iib Pajale dupat mengajulan keberatan hanva kepada Eepa
ah ntan Pejabat atas suahy

Ia

1 CLTOs

i Lrr, PN

b REPDER:
c. SKEPDEBT
4. SIPDLD:
s SV PT

33 Permohomn beberatun sebugimaa di massud pada ayat (1) faus di

sampaikan secara tortalis dalam bahasa Lidonesia paling lama 3 {tiga)
butan sejak tanzeal SEPD. SEPDEB, SEPDEBT. SEPDLB. SEPD,
i terima oleh wajib pajak. kecuali apabila wanib pajak dapat
rieinaijukican Lahwa jangka wakiu it dapat di penuhi karena keadaan
di luar kelmasaannya;

).izepala Dasraii atan pejabat dalam janeka waimu paling lama 12 (dua

Lelas ) Lulan sejak tanggal suial permohonan keberalan sebagannana
di maksud pada avat (2) di terima sndah memberikan keputusan:

) Apabila sefelul lewat walda 12 (dug belas ) bulan sebagaimia di

mabsud pada ayat {3) epala Daeyah afan Pejabat tidak memberikan
freputusan, permohonana keberatan dionggap dikabulkan;

Pengajuan heberutun sebagaman Ji maksud pada avat (1) tidak

It

peminda kewaiibon membayar pu L



) .dﬁn D ‘1&'63&8653&5

an o i
l =3} ds teri Hialy

Pengujwas banding  sebugatmung di onmksud pada ayat (1) tiduk
menvnda kewagiban memboyar pyak;

Fasal 253

supajuan leberaton sebagaimona di maksud dalam pasal 23 atan
o sebngmmany i maksnd dalam pazal 24 o1 kabulkan sebagian
sehuruhnva kelebiban membavar pajak & kembalikan dengan
tarbaly imbalan bunes sebesar 2 % (dua perzen) sebulan paling lama 24

Cdin puioh empat § b

)

-

i‘a:‘;al

5 mtnmzq,ul!::m nermohionzn pengembalian kelebibhon
PH_»LF{ \)EL‘L ke 'Ha e 'h abwi pepabat secara tertulis

B 1an alamat wajib pajak,
b *apak;

v. Besauya kelebilimn pembayuran puarsk:

d. Alasan vong jelas;

{2).Fepala Dasrah atan pejabat dalam jancka wabkme 12 bulan sejalk i
%‘etéfmz:va petinchonsn peugeinba aliz kelebilua pemibayvaran Pajak

1

rebacaunmna di mnksud pada avatl (1) borug membertkan keputusan;

Lad

VApsbily jungkiu wakin sebucaimnn di mabsoed  pada ayat (2) d
fampant Fepals Dasral atan pejsbat tidak membertkan keputusan,
e 'snhma-:m peugemibalian kelebihan pembayaran pajsk diapggap di
fenbulican ool SYFPDLE harug di tevbitkan dalam walae paling lama |
{ :.‘uz v pulan

{4} Apubils  wajib mink mempunyat  htang lalunya,  kelebik
pemibavaran pajak sebagaunang di aksud pad'l avab {2) langsung di
pethatunglan wtuk u‘z;luuvl terlebih dahnlu lmiang pajak di inaleud;

(.‘1}.Prﬁnﬂamhil’m kelebthan pembayaran pajak lam di lakukan paling lama
2 i(;ufl; bulan sejak di terbitkwmya SEPDLB dengan menerbitkan
surat perintah membsyar kelebihan pajak ( SPMEP)

{6). Apabila pencambilan kelebihan pembayvaran pajak i lakukan setzlah

lewa! wakta 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKPDLB, Kepala

Daerah atmn pejabal memberikan imbalan bunga 2 % {dua persen)
sefwui{an atas ketertmnbatan pembavyaraan kelebthan Pajak;



1T 1 §
perhifungikan  dengar
di misksud pads pasal 26
pemindah bulman juza

,:1

BAB VI

PADALUARSA
Pasgal 28

(1. Hak wnink meldémum penagtan  pajak kadaluarsa setelal mefampan

jangka waktn 3 {lima) tehup terhitung sejak saat terutananya pajak,
kecualt  apabi 13 wajib pajak melakukan tindak pidana  dibidang
pervajakan Dasral

-~
o
—

v Fadaluarsa penasibian pajak sebagaiana i aksud pada ayab (1)
tertanggub apalila

a. Diterbitkan Surat tecuran dan surat paksaan,
b, Ada pengakaan lutang pajak dari wajib pajak baik langsung
manpun tidak lanosune,

BAB ¥IV
EETENTUAN PIDANA
Pasal 28

(1) Wapib Pajak eang karenu kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD
atau mengigl denean tdak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangann vang tidak benar selingga ineiugikan pihak keuangan
Dazrah dapat di pidana dengan pidana kurnnzan paling {ama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak 2 (dna) kali jumiah pajnk vane
{erulung,

(2} Wanh pajak vang dengan sengaja hidak menyampaikan SPTPD atan
utengisi dengan tdak benar atau fidak lengkap atau melsmpivkan
keterangan: vang tdak benar sehingga merugikan kenangan Daerah
dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 {clua) tahun dan
st denda pabing banyak demput) kali jomilsh pajak yang terutang.

Pagal 30
Tinduk pidma gebagaimana di malend dalain pasal 28 fidake di untut

setelah  molampam  jasgie walte 10 (sepolch)  tahun sejak saat
terutangrivy pulak wtan berakhnmyd musa pajak;

]

BAR MV
PENYTOF. AN
Pasai 31



tindal pidana di bidang perpajakeon Dasrah sebagaimana di makeud
dalam undane — midang Nomor @ 8 Talwn 1991 fentang hulnnn acors

pidana.
{2). Wewenang peryidik sebagainunu di mukend pada ayit (1) adalah

. Klenerimn mencart, mengunpulkan dan meneliti keterangan atuu
laporan berlensan dengan tindak pidona dibidang perpajakan
dasyah agar keterangan atan laporan tersebut menjadim lengkap
dan jelas;

L. Mesncliti, mencur dan mengwapulkan mengenal orang prib'ldi
gty badan  twentang  kebenaran  perbuatan yang dilatmka
sefmbimean dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

o Meminta keteraugan don balian bulat daii orvang piibadi atau
badun  sehubungan  dengan tindalk pidana dibidang perpajakan
Dastab;

4 Riemerikza buku — buka, catatan - calaty dan dokumen -
dolomuen Jain berkenaan  dengan  tndak  pidana dibidang
perpajakan Uasialy

e Melalmlon  Pengeledohon  wnfuls  mendapatian bighan  buldt
peinbiknan. pencafaan dan dolnmen — dokumen lain | serta
welakukan penviiaan terhadap bahan bukti ter zebut;

f  Nemimta bantuan tenaga zhll dalam rangka pelaksanaan fugas
penvelidikan bndak puiana dibidang perpajakan daeral

5 Menywuh borheahi, melarang sezcorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada sant pemeriksasn sedang berfanssung  dan
memberikan identitas orang dan atan dolonnen yang dibawa
sebusuinini Qinshed puda ol

b §eReOralE  VAIZ aitan dengan tindakan  pidana

.

B orang untul didengar Leferangannya don diperikiza
wehpeat teveaneln atan saksis

i Melakukan tidakan lmin yaug veilu unbik kelancaan pevyehdikan
*ive' ak paﬁmm dibidane perpajskan Daerah menuuf hukmn ymng
inpat dipertangomg jawabkan:

(3).Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10 ) memberitahukan
dimnlal u-.m-‘l;fhl an dan menvampaikan hasil penyelidikan kepada
penuniit ungmm sesual dengan feeteninan veng diatur dalam undang -
anddany nouior 8 tahun 1981 teatans hukan acara pidana

TV AD WY

LAVLE

FETENTUAN PENUTP
tasal 32

Pelaksanaan peraturan Daerah ini ditetapkan cleh ke pala Daeraly;




perundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

DISAHKAN DI :SINGKIL.
PADA TANGGAL : 23 Juni 2001

BUPATI ACEH SINGKIL
Cap/Dto
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Diundangkan Dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Juni 2001
No 12 tahun 2001 seri D no 11
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